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bahwa dalam rangka menjaga kesehatan hewan ternaek
perlu adanya penanggulangan serta pencegahan
terhadap terjangkitnya penyakit hewan ternak,
khususnya yang diperdagangkan di Pasar-pasar hewan
di Kotamadysa Daerah Tingkat I Mcjokerto ;

bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada
huruf a konsideran ini, dipandang perlu mengadakan
pemeriksaan  kesehatan hewan ternak dengan
menuangkan ketentuan-ketentuannya dalam suatu
Peraturan Daerah.

. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-

pokok Pemerintahan Di Daerah ;

Undang undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Timur/ Jawa Tengah/ Jawa Barat ;

. Undang-undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang

Peraturan Umum Retribusi Daerah ;

Undang undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang
Ketentuan-ketentuan Pokok Peiernakan dan Kesehatan
Hewan ;

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang
Penclakan, Pencegahan dan Pengobatan Penyakit
Hewan ;

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadye Daerah Tingkat II
Mojokerto ;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun
1986 tentang Ketentuan Umum Mengenai Penyidik
Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah ;

Keputusen Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun
1993 teniang Dentuk Peraturan Daerah dan Peraturan
Daerah Pe_zr_‘ubahan ;



9. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat 1 Jawa Timur
Nomor 6 Tehun 1983 tentang Penyerahan Sebagian
Urusan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa
Titnur Dalam Bidang Peternakan Kepada Daerah

Tingkat II ;

10. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II

Mojokerto Nomor 1 Tahun 1990 tentang Penyidik
Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah
Kotarmnadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;

11. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat I

Muojokerte Nomor 6 Tahun 1992 tentang Pembentukan
Susunan Organisasi dan Tatae Kerja Dinas Pertanian
Daerah Kotamadya Daerah Tingkat 11 Mojokerio.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah
Tingkat II Mojckerto.

~ Menetapkan

MEMUTUSKAN

: -PERATURAN DAERAH KOI‘AMADYA DAERAH TINGKAT 11
. MOJOKERTO TENTANG PEMERIKSAAN KESEHATAN HEWAN

TERNAK DI PASAR HEWAN kCYT AMADYA DAERAH TINGKAT 1

MOJOKERTO.: .« ¢

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan

a. Daerah, adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojo-
kerto ;

b. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kotamadya
Daerah Tingkat II Mojokerto ;

¢. Kepala Daerah, adalah Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Mojokerto ;

d. Pasar Hewan, adalah pasar hewan yang ada dalam
Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat 11 Mojokerto ;

¢. Hewan Ternak, adalah Sapi, Kerbau, Kuda, Kambing,
Domba, dan Babi ;

f. Surat Keterangan Kesehatan Hewan Ternak, adalah
Surat keterangan yang berisi tentang kesehatan dan
hal-hal lain yang berkaitan dengan ternak yang
dlpenksa :

g Dinas Pertanian Daerah, adalah Dinas Pertanian
Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;

h. Petugas Pemeriksa, adalah Dokter hewan berwenang
atau petugas' lainn yang berada di bawah Pengawasan
"dan Tanggung jawab Dokter hewan dimaksud, untuk
melakukan pemeriksaan kesehatan hewan ;

i. Kas Daerah, adalah Kas Pemerintah Kotamadya Daerah
Tingkat 11 Mojokerto ;




BAB 1
PEMERIKSAAN KESEHATAN HEWAN TERNAK

Pasal 2

Bagi pemilik atau Pedagang termnak yang memperdagangkan
hewan ternaknya dan atau tukar menukar hewan ternak di Pasar Hewan

barus memeriksakan kesehatan femaknya kepada Petugas Pemeriksa
Dinag Pertanian Daerah yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

Pasal 3
{1} Sebagai bukii telah diperiksa kepada pemilik atau pedagang ternak
diberikan Surat Keterangan Kesehatan Hewan Ternak

(2) Surat Keterangan Kesehatan Hewan Temak dimaksud pada ayat (1)
Pazal ini berlaku selama 5 (lims) hari terhitong mula fanggal
pemeriksaan ;

(3) Sumt Keterangen Kesehatan Hewan Temak yang telah dimiiki oleh
Pemilik afan pedagang ternak harus disimpan dengan batk dan
sewnktu-waktu ada pemeriksaan atau ditanyakan oleh petugas maka
pemilik atau pedagang termak wajib menunjukan Surat Keterangan
tersebut.

Pasal 4

Hewan Temak yang mepuroi hasil pemeriksaan temyata
menderita atau diduga menderita penyakit menular dilarang
diperdagangkan den harus dipisahkan dengan ternak lainnya serta
dhadakan tindakan lebih lanjut.

BAB I
KETENTUAN RETRIBUSI

Pasal 5

(1) Terthadap pemilik alan pedagang ysug temaknya diperiksa
kesehatannya dikenakan retribusi |

{2) Besamya retribusi atas setiap pemeriksaan kesehatan hewan ternak,
dietapkan sebagai berikut :
a. untuk seekor Sapi, Kerbau, Kuda atau Babi sebesar Rp.
500,00 (lima ratus rapiah) ;
b. ik seekor Kambing atau Domba, sebesar Rp. 250,00 (dua
ratus lima putuh nepiah).
(3) Hasil pemeriksaas retribusi dimaksud pada ayat (2) Pasal ini disetor
ke Kas Daerah.
BAB IV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 6

(1) Barang siapa melanggar ketentuan-ketentuan dalam Peraturan
Daerah i, diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6
{enam) bulan atan denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000,00 (lima
puluh ribu rupiah) ;

(2) Tindak pidana dimaksud pada ayat (1) Pasat ini, adalah pelanggaran



BAB V
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 7

(1) Selain oleh Pejabat Penyidik Umum, penyidikan atas pelanggaran
lindak pidana sebagamana ditetapkan dalam Pasal 6 Peraturan
Daerah ini, dilalukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di
Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat I Mojokerto
yang pengangkatannya ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-
undangan yaug berlaku

(2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, berwenang  :

a.

b.

menerima Iaporan atau pengaduan dari seseorang tentany adanya
tindak pidana ;

melakukan imdakan pertama pada saat itu dilempat kejadian dan
melakukan ;

menyurch berhenti tersangka dan menanyakan surat izin dan atau
tanda pengenal dini tersangka ;

melakukan penyitaan benda atav surat ;

mengambil sidik jari dan memotret seseorang |

memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa scbagai
tersangka atau sakss |

mendatangkan erang ahli yang diperlukan dalam hubungannya
dengan pemerikesan perkara ;

mengacakan penghentian penyidiken apabila tidak terdapat
culup bukli atau peristiwa tersebut  bukan merupakan
pelanggaran dan selanjutnya memberitshukan hal tersebut
kepada Penuntut Ugum tersangka atau keluarganya ;
mengadakan tindakan lain mepurut hukum vang  dapat
dipertanggungjawabkan.

(3) Pejabai Penyidik Pegawai Negeri Sipil, membuat berita acara setiap
tindakan tentang :

=

™ e opoe

pemeriksaan tersangka ;
memasuki rimah |
penyitaan benda ;
petneriksaan surat ;
pemeriksaan saksi ;
pemeriksaan di tempat kejadian dan mengirimkan kepada POLRI
dengan tembusan kepada Kejuksaan.
BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pagal B8
Hal-ha! yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang

mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.



Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan ;

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintabkan

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam
Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat 1T Mojokerio.

Ditetapkandi Mojokerto

Pada tanggal 7 Nopember 1994
DEWAN PERWAKTLAN RAKYAT DAERAH WALIKOTAMADYA KFPALA DAERAH TINGKAT I
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT I MOJOKERTO
MOJOKERTO
Ketus,
Cap. Ttd Cap. T
R. SOEHADI TEGOEH SOEJONG, S.H.
Disahkan

Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat T Jawa Timur tanggal 8
Maret 1995 Nomor 182/P Tahun 1995,

A.n GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKATI
JAWA TIMUR
Asisten Ketataprajaan

Cap. Ttd
Drs. SOENARJIQ
Pembina Utama Madya
NIPF. 510 040 475

dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat 1T Mojokerto Tahun 1995
Seanndatmggnl 17 April 1995 Nomor : 2/B.

An WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT I
MOJOKERTO
Sekreiaris Kotamadya Daersh

Cap. Ttd

. BOIMIN
Pembina
NIP. 010 045 241
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PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT Il MOJOKERTO
NOMOR. 11 TAHUN 1994

TENTANG

PEMERIKSAAN XESEHATAN HEWAN TERNAK DI PASAR HEWAN
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT I MOJOKERTO

PENJELASAN UMUM

Dalsm mangka usaha peningkatan atau pelayanan terhadap masyarakat dan
pelaksanaan pembangunan di daerah dalam rangka mewujudkan otonomi yang nyata dan
bertanggung jawab serta guna mewujudkan secara berdaya guna dan berhasil guna dari
salah satu program pembangunan di bidang peternakan, raaka dipetiukan adanya berbagai
upeya yang diarehkan untuk maksud dan tujuan tersebut.

. Sehubungan dengan hal tersebut diatas maka penyakit hewan ternak yang dapat
menimbulkan penularan, penurunan days produksi dan populasi seria kematian terhadap
ternak tersebut sangat diperlukan adanya penolakan, pencegahan serta pemberantasannya,

Sebagai tindak lanjut serta daldm rangka menggali Sumber Pendapatan Asli Taerah,
maka dipandang perlu menetapkan ketentuan pemeriksaan kesehatan ternak di pasar hewan

hewan dan temak yang diangkut keluar daersh, yang selanjutnya dituapgkan dalam suatu
Peraturan Daerah.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal | : Cukup jelas ;
Pagal 2 » Cukup jelas ;
Pasal 3 ayat(1) : Bentuk, warna serta isi surat keterangan . kesehatan ternak

dimaksud pada ayat (1) Pasal 3 Peraturan Daerah ini akan
ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah ;

ayat (2)dan(3)  : Cukup jelas,

Pasal 4 sampai
dengan Pasal 9 : Cukup jelas ;




